BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Perbedaan peraturan dan pedoman mengenai pelanggaran HAM berat dan
kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia dapat memberikan dampak yang
signifikan terhadap proses pengambilan keputusan hakim. Perbedaan-perbedaan ini
dapat mengakibatkan interpretasi dan penerapan undang-undang yang tidak
konsisten, akses yang tidak setara terhadap peraturan dan pedoman yang relevan,
bias dalam pengambilan keputusan, penilaian subjektif, dan tantangan dalam
merekonsiliasi ketentuan-ketentuan yang bertentangan. Sehingga perbedaan-
perbedaan ini dapat berdampak pada cara hakim menafsirkan dan menerapkan
hukum, yang pada nantinya dapat mempengaruhi keputusan suatu perkara. Hal ini
dapat memberikan hasil yang berbeda untuk kasus yang serupa, bergantung pada
peraturan atau pedoman yang diterapkan.

Adanya ketidakjelasan mengenai pengaturan pelanggaran HAM berat yang
dalam penulisan ini khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan salah
satu alasan terhambatnya penyelesaian peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap
kemanusiaan yang terjadi. Selain itu, pengadilan HAM yang ada pada saat ini hanya
mengadili pelanggaran HAM berat setelah tahun 2000 atau setelah diundangkannya
UU Pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM,
terdapat dua cara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi
sebelum undang-undang tersebut berlaku yaitu Pengadilan HAM ad hoc atau
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, kedua mekanisme ini juga

menghadapi berbagai kendala.

52  Saran

Penting bagi para penegak hukum untuk menyadari perbedaan-perbedaan
ini dan mengupayakan konsistensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap standar hak
asasi manusia internasional ketika mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi

manusia yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, diperlukan
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kerangka hukum komprehensif yang secara jelas mendefinisikan dan
mengkriminalisasi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dikarenakan Pengadilan HAM ad hoc dikatakan tidak efektif dalam
menangani kejahatan terhadap kemanusiaan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
(KKR) dapat menjadi usulan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan
pelanggaran HAM berat di Indonesia. Karena KKR tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Sehingga diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai
KKR. Peraturan yang jelas dapat mendukung peran penting penegak hukum pada
penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dan dapat memberikan
perlindungan yang tepat bagi korban dan saksi seperti program rehabilitasi dan
kompensasi yang efektif untuk memastikan pemulihan bagi mereka yang

terdampak.
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